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BAB I

PENDAHULUAN

A.  
Latar Belakang Masalah

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap hak milik yang paling banyak ditemukan dalam praktik kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah
. Lebih lanjut, KUHP juga mengatur tentang pencurian ringan dalam Pasal 364 KUHP, yang mengatur pencurian terhadap barang dengan nilai yang sangat kecil atau dilakukan dalam keadaan tertentu, yang ancaman pidananya lebih ringan.

Dalam praktiknya, PERMA No. 2 Tahun 2012 menjadi acuan penting bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana ringan secara cepat dan sederhana, khususnya melalui mekanisme pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 Namun, efektivitas penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama ketika dihadapkan dengan kasus-kasus spesifik yang menyangkut konteks sosial-ekonomi masyarakat, seperti pencurian seng.

Pencurian seng secara umum dapat diartikan sebagai tindakan mengambil seng milik orang lain secara melawan hukum, baik dalam bentuk seng atap bangunan, pagar, maupun sisa bongkaran rumah, dengan tujuan untuk dimiliki atau dijual kembali. Walaupun nilai ekonomisnya terkadang tidak besar, tindakan ini tetap memenuhi unsur-unsur delik pencurian sebagaimana diatur dalam KUHP. Apabila nilai barang yang dicuri tidak melebihi ambang batas tertentu, maka perbuatan ini dikategorikan sebagai pencurian ringan berdasarkan Pasal 364 KUHP

Kecamatan Panai Hilir terletak di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas wilayah 342,03 km² yang terdiri dari tujuh desa dan satu kelurahan. Wilayah ini berada di ketinggian 0-12 meter di atas permukaan laut (MDPL) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan Panai Tengah, sebelah barat berbatas dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan sebelah timur berbatas dengan Selat Malaka. Dari delapan desa/kelurahan tersebut, wilayah terluas adalah Sei Tawar dengan luas 73,40 km² dan yang terkecil adalah Desa Sei Sakat dengan luas 13,50 km².

Jarak dari ibu kota Kecamatan Panai Hilir, yaitu Sei Berombang, menuju Kantor Bupati di Rantauprapat sekitar 101 kilometer dengan waktu tempuh perjalanan darat selama kurang lebih 5 jam. Jalur transportasi air menjadi urat nadi perhubungan antardesa di Kecamatan Panai Hilir. Pada umumnya, pekerjaan warga masyarakat Kecamatan Panai Hilir adalah nelayan tradisional, sehingga taraf perekonomian masyarakat masih di bawah rata-rata jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Labuhanbatu.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Panai Hilir yang rentan terhadap kemiskinan memiliki korelasi yang kuat dengan maraknya tindak pidana pencurian ringan, termasuk pencurian seng. Berbagai studi menunjukkan bahwa kemiskinan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kriminalitas, karena masyarakat miskin cenderung melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, termasuk melalui tindakan melawan hukum. Tekanan ekonomi yang mendesak, keterbatasan lapangan pekerjaan yang layak, serta rendahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat mendorong sebagian warga untuk mengambil seng—baik dari rumah-rumah kosong, bongkaran bangunan, maupun tempat penyimpanan barang bekas—dengan tujuan untuk dijual kembali demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kejahatan yang sampai saat ini masih sering terjadi di wilayah polsek panai hilir adalah tindak pidana pencurian, khususnya pencurian ringan berupa seng. Seng bentuk seng atap bangunan, pagar, maupun sisa bongkaran rumah, dengan tujuan untuk dimiliki atau dijual kembali. Secara umum memiliki nilai ekonomis yang relatif kecil. Meskipun demikian, pencurian seng kerap diproses secara pidana dengan menggunakan Pasal 362 KUHP, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Hal ini menimbulkan persoalan keadilan substantif, terutama ketika nilai barang yang dicuri hanya puluhan ribu rupiah, namun pelaku tetap diadili seperti tindak pidana berat lainnya.

Fenomena pencurian seng yang marak terjadi di beberapa wilayah, termasuk di wilayah hukum Polsek Panai Hilir, menunjukkan adanya ketimpangan antara nilai barang yang dicuri dengan beratnya ancaman sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Seng yang dicuri biasanya berupa seng bekas yang nilainya sangat kecil, namun tetap diproses dengan ancaman pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP. Dalam praktiknya, banyak pelaku pencurian seng berasal dari kalangan masyarakat ekonomi lemah yang bertindak karena kebutuhan mendesak atau karena tidak memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Akan tetapi, proses hukum yang dijalani kerap tidak mempertimbangkan nilai barang yang dicuri secara proporsional, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keberimbangan antara aspek keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai tanggapan atas persoalan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dalam peraturan tersebut, ditetapkan bahwa batasan nilai kerugian untuk dikategorikan sebagai tindak pidana ringan adalah sebesar Rp2.500.000,00. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan penegak hukum, khususnya hakim, dapat mengedepankan pendekatan hukum yang lebih sederhana, efisien, dan berkeadilan terhadap kasus-kasus pencurian ringan seperti pencurian seng yang nilainya rendah. Pasal 364 KUHP sendiri telah memberikan dasar hukum mengenai pencurian ringan apabila barang yang dicuri bernilai rendah, dan dilakukan dalam keadaan tertentu.

Namun demikian, dalam implementasinya, penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 364 KUHP belum sepenuhnya efektif. Masih banyak aparat penegak hukum yang menggunakan pendekatan formalistik dengan menerapkan Pasal 362 KUHP terhadap pelaku pencurian seng tanpa mempertimbangkan nilai kerugian yang sangat kecil atau kondisi sosial pelaku. Hal ini menimbulkan ketidakkonsistenan penerapan hukum dan berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat kecil. Selain itu, di berbagai daerah termasuk di wilayah Polsek Panai Hilir, penanganan kasus pencurian seng yang secara nyata memenuhi unsur pencurian ringan, masih diproses melalui mekanisme hukum yang berbelit, tanpa mempertimbangkan efektivitas atau kemanfaatan hukum secara substansial.

Kejadian pencurian seng sebagai bentuk pencurian ringan terus terjadi di tengah masyarakat, khususnya di lingkungan yang masih banyak terdapat rumah-rumah dengan bahan bangunan seadanya atau di tempat-tempat penyimpanan barang bekas. Seng yang sering kali sudah dalam kondisi tidak layak pakai tetap diperlakukan sebagai objek pencurian biasa tanpa melihat proporsi nilai kerugiannya. Tindakan tersebut, meskipun memenuhi unsur delik pencurian, seharusnya diproses melalui pendekatan yang mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif, sehingga pelaku tidak serta-merta dijerat dengan ancaman pidana berat yang bisa menghambat proses rehabilitasi sosialnya.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Panai Hilir yang rentan terhadap kemiskinan memiliki korelasi yang kuat dengan maraknya tindak pidana pencurian ringan, termasuk pencurian seng. Berbagai studi menunjukkan bahwa kemiskinan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kriminalitas, karena masyarakat miskin cenderung melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, termasuk melalui tindakan melawan hukum. Tekanan ekonomi yang mendesak, keterbatasan lapangan pekerjaan yang layak, serta rendahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat mendorong sebagian warga untuk mengambil seng—baik dari rumah-rumah kosong, bongkaran bangunan, maupun tempat penyimpanan barang bekas—dengan tujuan untuk dijual kembali demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kejahatan yang sampai saat ini masih sering terjadi di wilayah Polsek Panai Hilir adalah tindak pidana pencurian, khususnya pencurian ringan berupa seng. Seng dalam bentuk seng atap bangunan, pagar, maupun sisa bongkaran rumah, dengan tujuan untuk dimiliki atau dijual kembali, secara umum memiliki nilai ekonomis yang relatif kecil. Meskipun demikian, pencurian seng kerap diproses secara pidana dengan menggunakan Pasal 362 KUHP, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Hal ini menimbulkan persoalan keadilan substantif, terutama ketika nilai barang yang dicuri hanya puluhan ribu rupiah, namun pelaku tetap diadili seperti tindak pidana berat lainnya.

Fenomena pencurian seng yang marak terjadi di beberapa wilayah, termasuk di wilayah hukum Polsek Panai Hilir, menunjukkan adanya ketimpangan antara nilai barang yang dicuri dengan beratnya ancaman sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Seng yang dicuri biasanya berupa seng bekas yang nilainya sangat kecil, namun tetap diproses dengan ancaman pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP. Dalam praktiknya, banyak pelaku pencurian seng berasal dari kalangan masyarakat ekonomi lemah yang bertindak karena kebutuhan mendesak atau karena tidak memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Akan tetapi, proses hukum yang dijalani kerap tidak mempertimbangkan nilai barang yang dicuri secara proporsional, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keberimbangan antara aspek keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai tanggapan atas persoalan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dalam peraturan tersebut, ditetapkan bahwa batasan nilai kerugian untuk dikategorikan sebagai tindak pidana ringan adalah sebesar Rp2.500.000,00. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan penegak hukum, khususnya hakim, dapat mengedepankan pendekatan hukum yang lebih sederhana, efisien, dan berkeadilan terhadap kasus-kasus pencurian ringan seperti pencurian seng yang nilainya rendah. Pasal 364 KUHP sendiri telah memberikan dasar hukum mengenai pencurian ringan apabila barang yang dicuri bernilai rendah, dan dilakukan dalam keadaan tertentu.
Selain itu, PERMA No. 2 Tahun 2012 juga menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Di satu sisi, peraturan ini dinilai dapat memberikan perlindungan bagi pelaku ekonomi lemah yang melakukan tindak pidana karena tekanan hidup. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa batas toleransi hingga Rp2.500.000 justru dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan kejahatan berulang tanpa efek jera yang memadai
. Kekhawatiran ini muncul terutama dari pihak korban, seperti pengelola panai hilir, yang merasa kehilangan meskipun nilai kerugian kecil namun dilakukan berulang kali oleh pelaku yang sama.

Adapun kendala yang dihadapi penyidik Polsek Panai Hilir dalam menangani tindak pidana pencurian ringan antara lain: pertama, pihak korban sering kali enggan membuat laporan polisi dengan alasan merepotkan dan memakan waktu dalam proses pemeriksaan sebagai pelapor; kedua, pihak korban cenderung menganggap percuma dilaporkan karena terlapor juga tidak akan ditahan; ketiga, pada saat berkas sudah dimajukan ke pengadilan dan akan dilaksanakan persidangan, pihak terlapor tidak hadir tanpa alasan yang jelas sehingga persidangan tidak dapat dilaksanakan untuk mendapatkan putusan yang inkrah; dan keempat, kurangnya edukasi dan pemahaman warga masyarakat dalam menyikapi tindak pidana pencurian ringan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012, di mana apabila kasus tindak pidana pencurian ringan dilaporkan dengan laporan polisi dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka apabila terlapor mengulangi perbuatan yang sama, kasusnya akan menjadi tindak pidana pencurian biasa sesuai Pasal 362 KUHP.
.
Harapannya, melalui penerapan hukum yang adil, manusiawi, dan kontekstual, penanganan perkara pencurian ringan seperti seng tidak lagi menimbulkan stigma sosial atau kriminalisasi terhadap masyarakat kecil. Hukum harus mampu menjadi sarana perlindungan dan pemberdayaan, bukan sekadar alat penindakan. Dengan begitu, peradilan pidana tidak hanya menciptakan efek jera, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang sadar hukum dan sejahtera.
Dari hasil penjabaran latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul : “ Kasus Pencurian Seng di Polsek Panai Hilir Ditinjau Secara Yuridis Terhadap Pasal 364 KUHP dan PERMA No. 2 Tahun 2012“
B. 
Rumusan Masalah

 
Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah PERMA No. 2 Tahun 2012 telah diterapkan secara efektif dalam penanganan perkara pencurian ringan berupa seng di wilayah panai hilir
2. Apa saja faktor penyebab tidak efektifnya penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam perkara pencurian ringan tersebut?
3. Bagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dan mekanisme acara pemeriksaan cepat?
C. 
Tujuan Penelitian
   
Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk negetahui PERMA No. 2 Tahun 2012 telah diterapkan secara efektif dalam penanganan perkara pencurian ringan berupa seng di wilayah panai hilir
2. Untuk negetahui faktor penyebab tidak efektifnya penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam perkara pencurian ringan tersebut
3. Untuk negetahui ketentuan hukum yang diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dan mekanisme acara pemeriksaan cepat
D. 
Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan peradilan pidana, dengan menyoroti sejauh mana efektivitas regulasi yudisial seperti PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam menangani tindak pidana ringan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan akademis dalam diskusi mengenai pembaruan hukum acara pidana yang lebih humanis dan responsif terhadap konteks sosial ekonomi masyarakat.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah 
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan di lingkungan Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, khususnya dalam bidang hukum pidana dan kebijakan peradilan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik yang berguna dalam pengembangan kurikulum, materi perkuliahan, serta mendorong mahasiswa dan dosen untuk melakukan kajian hukum yang kontekstual dan solutif terhadap permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.
b. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengembangkan kemampuan analisis, argumentasi hukum, serta pendekatan kritis terhadap implementasi kebijakan hukum yang berlaku. Selain itu, melalui kajian ini, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika penerapan hukum di lapangan, khususnya terkait penanganan perkara pidana ringan, sehingga dapat menjadi bekal untuk penelitian lanjutan dan kontribusi nyata dalam pembangunan hukum yang adil dan berkeadilan sosial.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kendala-kendala di lapangan yang menghambat penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam praktik penegakan hukum terhadap kasus pencurian ringan.
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